
c. bahwa ... 

bahwa tesuai kctentuan Pasal 6 F\,raturan Bupati 
Sintang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengclompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun Anggara.n 2017 dinyatakan bahwa besaran 
Tunjangan Komunikasi lntcnsif dan Tunjangan Rcscs 
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat 
Daerah sen.a Dana Opcrasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Sintang Tahun 
Anggaran 2017 discsuaikan dengan kcmampuan 
An Pcndapatan den Bclanja Dacrah Kabupaten 
Sin~ahun Anggaran 201~ dan akan diatur lebih 
Lanjut dcngar> Peraturan Bupati; 

b. 

a. bahwa tesuai ketentuan Posa.I 9 Peroturan Mentcri 
Dalam Negcri Nomor 62 Tnhun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kcmampuan Kcuangan Da.erah Sen.a 
Pclalcsanaan dan l'l:n.anggungjawaban Dana 
Operasional dinyatAkan bahwa bcsaran Tunjangan 
Komunikasi lntensif dan Tunjangan Rcscs bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat 
Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan 
Pcrwalcilan Rakyat Dacrah ditctapkan dcngan Peraturan 
Kepala Daerah; 

Mcnimbeng 

BUPAn BIKTAKG 
PROVD18J KALDIAlnAR BARAT 

l'BRATUR.u IIUPA'n 8111TAKG 
NOMOR 60 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PlMPINAN DEWAN 
PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN 

KOMUNlKASl INTENSIP DAN TUNJANGAN RESES BAGI 
PIMPINAN DAN ANGOOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANO 
TA.HUN ANOOARAN 2017 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANO, 
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7. Undang-Undang ... 

6. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 temang Partai 
Politil< (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 48011 sebagaimana telah diubah 
denpn Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
(1..etnberan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
NomOI' 8, Tambahan Lembaran Negiu-a Republik 
1nd(,neaia Nomor 5189); 

un<1ang-Undang Nomor 9 Tabun 2010 tcntang 
Kcprotokolan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara 
RcpUl>lik tndoneaia Nomor 5166); 

5. 

4. 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Neg;i.ra Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 32631, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali tcrakhlr dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4893); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negii.ra 
Republik Indonesia Nomor 42861; 

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negi,.ra Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ.ik Indonesia Nomor 4355); 

c. bahwa berdasarkan maksud tersebut peda buruf a dan 
huru! b di atas, maka dipandang perlu untuk 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besa.ran Dana 
Operasionsj Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Serta Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif 
dan Tunjangan Re- Bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentul<an Daerah TingJcat IJ Di 
Kalimantan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebegai Undang· 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

Mengingat 



14. Peraturan ... 

Peraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Uruaan Pcme.rintah Kabupatcn Sintang 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn 
Sint.an8 Nomor 11; 

13. 

11. 

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60571: 

Pcraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pcn,gclompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pclaksanaan dan Pcn.anggungjawab Dana 
Operasional; 

\ 2. Peraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 teniang Pcngclolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
251 sebagaimana telah diubah dengan Pcrsturan 
oaerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah lulbupaten 
Sintang Nomor 31; 

10. 

9. 

8. 

Undang-Undang N Perm omor 17 Tabun 2014 tentang Majelis 
De usya .. ,aratan Rakyat, Dewan ~,uriian Rakyat. 

wan PerwakiJan Daerah Dan Dewan ~ 
~t 

2~aerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

. 14 Nomor 182, Tambahan Lembarao Negara 
Republik lndonesia Nomor 55681; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublilc 
Indonesia Nomor 56791; 

Peraturan Pcmerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578) 

7. 



3. Pernerintah ... 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 

1. Oaerah adalah Kabupaten Sintang. 

2• Pemerintahan oa1ehrahPeadalahtahpeny0elcnrahggaraand uDcrusan 
Pemerintahan o c menn ac an . wan 
Perwal<llan Rakyat Dacrah men~t asas oto~orm dan 
tu 

5 
pembantuan dengan prmsrp otononu seluas- 

1u!:nya dalam sistcm dan f'rinsip ~cgara Kcsatuan 
R ublik Indonesia scbagaunana dimoksud dalam 
u:dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
TahUD 1945. 

BAB! 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN BUPA'l'l SINTANO TENTANO PENETAPAN 
BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PlMPINAN DEWAN 
PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN 
TUNJANOAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANOAN 
RESES BAGI PlMPINAN DAN ANOGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA KABUPATEN 
SINTANO TAHUN ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN : 

17. 

16. 

15. 

Peraturan Daerah 
2016 tentang · Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Kabupaten~~upaten Sintang (Lembaran Daerah 
Lembaran D mtang Tabun 2016 Nomor 7, Tambahan 

aerah l<.abupaten Sintang Nomor 7); 

Peraturan D rah . 2016 te ae Kabupaten Smtang Nomor 8 Tahun 
Da ntang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

erah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 
Nomor8 ); 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 
2? 17. tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sin tang Tahun 2017 Nomor 5 ); 

Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2017 
tcntang Pengclompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2017 
Nomor 59 ); 

14. 

r~J.JS 

• • 

Menetapkan 



14. Anggllran ... 

12. Tunjangan Reses yang selanjutnya disingkat TR 
adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan 
reses kepada PiJnpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

Dana Operasional Pimpinan DP~ rang se~jutnya 
diai.ngkal 00 adalah dana yang dibenkan seuap bulan 
kepada PiJnpinan DPRD untuk menunjang kegiatan 

pen1sional yang berkaitan dengan representasi, 
0 1ayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan 
::)aksanaan tugas Pi.mpinan DPRD sehari-hari. 

13. 

Tunjangan Komunikasi lntensif yang selanjutnya 
disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan 
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD 
dan Anggota OPRD. 

I 1. 

Kelompok Kemampuan Keuangan Oaerah adalah 
klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok 
Kemampuan Keuangan Oaerah yang ditetapkan 
berda.sarkan formula sebaga..i dasar pcrhitungan 
besaran runjangan komunikasi intensif, Tunjangan 
Reses dan Dana Operasional Pimpinan OPRO. 

10. 

9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah 
yang memimpin Sekretariat OPRD Kabupaten Sintang. 

7 · Anggota DPRO adalah pejabat daerah yang memegang 
jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang 
dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung OPRO 
Kabupatcn Sintang, 

yang 
kctua 

3. Pemenntah 
unsur Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
menumpknye~ pemerintahan dacrah yang 
menjadi k pc aan urusan pcmcrintahan yang 

cwenangan daerah otonom. 
4 · Dewan Perwakilan t>~ ,, .. dis' gka ·-~at Dacrah yang selanjutnva 

dam t DPRO adalah Lembaga perwakilan ra.kyat 

O 
e~ sebagai unsur penyclenggara Pemcrintahan 

ac • ...,, Kabupaten Sintang. 

5· Kepa!a Daerah adalah Bupati Sintang. 

6. Pimpinan DPRO adalah pejabat dacrah 
memegang jabatan sebagai ketua dan wakil 
DPRO Kabupatcn Sintang. 

f'·11lf 17 
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(I) 00 bagi Pimpinan DPRD diberikan seriap bulan. 

kan kelompok kemampuan keuangan daerah 
(2) ~,nAlna dima.ksud daJam Pasa.l 2, maka 

~ hitUJ181Ul besaran DO: 
per bagi l(et\18 OPRD diberikan paling banyak 6 (cnam) 
•· l<ali uanc representasi Ketua DPRD. 

Pasal 3 

K mampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang TahUJl 
~ 2017 digolongkan pada kelompok tinggi. 

19. Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerab peda 
Pemerintah Daerah Kabupatcn Sintang selalcu 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

BABU 

PENETAPAN BESARAN DANA OPERASlONAL, 
TUNJANGAN KOM1JNU<ASl lNTENSIF DAN 

TUNJANGAN R£SES 

Pasal 2 

18. Kuasa Bcndahara Umum Daerah yang selanjutnya 
d.isingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang d.iberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian rugas BUD. 

17. Bcndahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKO yang bertindak dalam kapasitas 
sebagal Bcndahara Umum Daerah. 

16. ~j~bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKO adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah Kabupatco Sintang yang 
mempu.nyal rugas mclakaanakan pengclolaan APBD 
dan bcrtindak sebagal Bcnclahara Umum Daerab. 

b. begj ... 

I 

l 

15. Surat Pennintaan Pembayaran l..angsWlg Pencairan 
DO yang selanJut.nya disingkat SPP·LS Pcncairan DO 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan langsung kepada 
penggu~ ~ atas dasar pembayaran 00 
dengan Jwnlah, penerima, peruntukan dan wakru 
pembayaran. 

14. Anggllran Pcndapatan dan Belani Daerah 
::::JUlnya diaingkat APBD ad.alah ~ Keua:: 
Dae~ Dacrah yang ditctapkan dengan Peraturan 
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(3) Pcrtangunggjawaban ... 

(1) oaJrun rangka pertanggungj?-waban .oo, _Pimpinan 
OPRD wajib menandatangaru pakta integntas yang 
menjclaskan penggunaan dana telah sesuai dengan 
peruntuJ<kannY8· 

ggungjawaban penggunaan DO sebe.galrnana 
(2) ~ud pada Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan 

1aporan penggunaan 00. 

Pasal 8 

(SJ Bcndahara pengeluaran sebagalmana dimaksud pada 
ayat (4) melalrukan pembayaran DO yang dibcrikan 
sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
a, bcrdasarkan lruitansi yang tclah ditandatanganl 
ketua OPRD dan Wakil Kctua OPRD. 

(6) Bendahara pengetuaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) mengelola DO untuk dulcungan operasional 
Ialnnya sebagllifDana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
dengan berpedornan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan mcngenai pengclolaan keuangan 
daerah. J 

l 
r 

I 

(4) Kuasa BUD menerbit.kan surat perintah pencairan 
dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar 
langsung sebe.gaimana dimaksud pada ayat (3) kc 
rekening bendahara pengcluaran SKPD sekretariat 
DPRD. 

(1) Bendahara 
pencair peogeJuaran mengajukan SPP-LS 
pagu 

1 
an DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari 

selaku (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris OPRD 
pengguna anggaran. 

121 ~rdasarkan pengajuan SPP-LS sebe.gaimana 
•roaksud pada ayat (I), Sekretaris DPRD selaku 

pengguna anggaran mcngaju.kan surat perintah 
membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 
l / 12 (satu per dua belas) dari pagu I (satu) tahun 
anggaran kepada BUD. 

(3) Surat perintah membayar langsung sebagairnana 
dunaksud pada ayat (2) melampirkan: 
a. daftar penerima 00; 
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani 

Pimpinan DPRD yang mcnjelaskan penggunaan 
dana sesuai dengan peruntukannya. 

PasaJ 7 
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110 URAIAII SATUAJI 8B8ARAlf BIAYA 

1 2 3 4 

1. DANA OPERASIONAL 

. KETUADPRD ORA.NO/BULAN 12.600.000,00 

. WAKJL KETUA DPRD ORANG/BULAN 6.720.000,00 

2. TUNJANOAN KOMUNll<ASI INTENSIF ORA.NO/BULAN 14.700.000,00 

3. 1VNJANOAN RESES ORANG/KEOIATAN 14.700.000,00 

BESA.RAN DANA OPERAS!ONAL BAGI PIMPiNAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUN!KASI INTENSIF 
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA KABUPATEN SINTANG 
TAHUN ANGGARAN 2017 

PERATURAN BUPATI SINTANO 
NOMOR : 60 TAHUN 2017 
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017 
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL 

BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT 
DAERAH SERTA BESARAN TUNJANOAN 
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN 
RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017 

J,AMPIRAN 

• ,, 11\1 J,2 



Y08&PIIA HAS•AB BJlfTAll'O TAHUif 2017 l'IOIIOR 60 
BBRJTA DABPAJI KA)IVPAfflf 

- ..... 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 31 Agustus 2017 

.-.au KABVPATBJI' BJ.Jl'TAJl'O, 8BXR.BTAJU8 D__...• 
• 
j , 

BUPATJ BllfT 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 31 A SlUS 2017 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini . dengan 
penempat.annya dalam Serita Daerah Kabupaten Smtang. 

(2) Ketentua.n yan d' . . . 
mu] . di g ratur' dalam Peraturan Bupati im 
s at . ilaksanakan pada tanggal l September 2017 
ampai dengan tanggal 31 Desernber 2017. 

(3) Denga.n beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat 
Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1029/KEP­ 
BPKAD/2016 tentang Penetapan Besaran Belanja 
PenUfl,Jang Operasional Pimpinan Dewan Perwak.ilan 
Rakyat Daerah dan Tunjangan Komunikasi lntensif 
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat 
Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2017 
dicabur dan dinyatakan tidak berlaku. 

 


